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ABSTRAK 

 Gugatan harta bersama merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan 

oleh mantan suami atau mantan istri yang sudah bercerai untuk melindungi hak-

hak terhadap harta yang telah diperoleh selama perkawinan. Apabila pihak kalah 

mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela dengan memberikan harta yang 

menjadi hak pemenang secara sukarela maka sengketa sudah dapat diselesaikan. 

Tetapi apabila dalam pelaksanaanya pihak kalah tidak melaksanakan isi putusan 

maka dapat diajukan permohonan ekekusi oleh pihak menang. Dalam pelaksanaan 

eksekusi terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh eksekutor. Sehingga perlu 

diketahui bagaimana pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Bantul dan 

ditinjau dari Hukum Peradilan Islam.  

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu peneliti 

terjun langsung kelapangan tentang eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama 

Bantul untuk mendapatkan data. Data yang diperlukan yaitu data primer yang 

didapatkan dari wawancara secara langsung dengan hakim, panitera dan wakil 

panitera pengadilan agama. Dan data sekunder yaitu berkas putusan harta bersama 

dan penetapan eksekusi harta bersama. Di Pengadilan Agama Bantul terdapat lima 

permohonan eksekusi dan dua diantaranya merupakan eksekusi harta bersama. 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif- yuridis. 

Pendekatan normatif yaitu dengan mengarahkan sesuatu berdasarkan hukum 

islam. dan pendekatan yuridis yaitu mendasarkan sesuatu berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Setelah data didapatkan penulis akan 

menganalisis dengan metode kualitatif dengan berfikir induksi. Yaitu yaitu 

menganalisis data secara khusus dan menyimpulkan secara umum. 

Setelah penulis selesai dalam pengumpulan data dan analisis akhirnya 

didapatkan kesimpulan tentang eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama 

Bantul yaitu proses eksekusi yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Islam. Tetapi 

terdapat sedikit perbedaan jika dilihat dari perundang-undangan, pada proses 

annmaning dilakukan dua kali dan para pihak dihadirkan semua dalam proses 

aanmaning. Sedangkan pelaksanaan eksekusi jika dilihat dari Hukum Acara 

Peradilan Islam sudah sesuai karena dalam Hukum Acara Peradilan Islam 

tindakan pemaksaan dalam hal melaksanakan isi putusan diperbolehkan. 

 

 

 

Kunci: Harta Bersama,Anmaning,  Eksekusi  
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“ BERBUAT BAIK KEPADA SEMUA ORANG  

TANPA MEMBEDAKAN DAN JANGAN PERNAH MENGHARAP 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi Huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ‟ B Be ب

 tâ‟ T Te ت

 śâ‟ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

   â‟       deng n titi  di b   h  ح

 hâ‟ Kh ka dan ha  خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 râ‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 âd   es (dengan titik di bawah)  ص

 âd   de (dengan titik di bawah)  ض

 ŝâ‟ Ŝ te (dengan titik di bawah) ط

 â‟   zet (dengan titik dibawah)  ظ

 in „ koma terbalik (di atas) „ ع
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 Gain G ge dan ha غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ‟ H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 yâ‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :  

لنزّ  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna بهنّ

 

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis „ill h علة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa 

Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain). 
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2. Bil  dii uti deng n   t  s nd ng „ l‟ sert  b c  n  edu  itu terpis h m    ditulis deng n 

h. 

ءكرامةالأوليا  Ditulis Karâmah al- uliyâ‟ 

 

3. Bila ta’marbuṭah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiŝri زكاةالفطر

 

D. Vokal Pendek 

 ـَ

 فعل

fathah 

 

Ditulis 

Ditulis 

A 

f ‟ l  

 ـَ

 ذكر

kasrah 

 

Ditulis 

Ditulis 

I 

Żu ir  

 ـَ

 يذهب

Dammah Ditulis 

Ditulis 

U 

Y żh bu 

 

E. Vokal Panjang 

1 

Fathah + alif  

 فلا

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Falâ 

2 

F th h + y ‟ mati 

 تنسى

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

K sr h + y ‟ m ti 

 تفصيل

Ditulis 

Ditulis 

Î 

Tafṣîl 

4 

Dlammah + wawu mati 

 أصول

Ditulis 

Ditulis 

Û 

 ṣ l 
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F. Vokal Rangkap 

1 

F th h +  y ‟ m ti 

 الزهيلي

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 

Fatha + wawu mati 

 الدولة

Ditulis 

Ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis A‟ ntum أأنتم

 Ditulis  ‟idd t أعدت

 Ditulis L ‟in sy   rtum لئنشكرتم

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis deng n menggun   n huruf “l”   

 Ditulis Al-Qur‟ân القرأن

 Ditulis Al-Qiyâs القياس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang 

mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ‟Ditulis As-Samâ السماء

 Ditulis Asy-Syams الشمش

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

   Ditulis Ż     l-fur ذويالفروض
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 Ditulis Ahl as-sunnah أهلالسنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan salah satu langkah penting dalam 

kehidupan. Dengan melaksanakan Perkawinan berarti satu dari tahapan 

kehidupan seseorang telah terpenuhi. UU No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir batin 

antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan yang Maha Esa. 
1
 

Tujuan utama dilaksanakannya perkawinan yaitu untuk mencapai 

kehidupan sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih). 

Tujuan ini bisa tercapai apabila terdapat tujuan lain yang dapat menunjang 

dan tercapainya tujuan utama. Tujuan lain tersebut diantaranya tercapainya 

tujuan reproduksi, menjaga kehormatan  dan juga ibadah. Disebutkan 

dalam surah ar-ŖǓm (30):21:
2
 

و ا إ ليها و جعل بينكم مو دّ ة زواجا لتسكنأ ن خلق لكم من أ نفسكم أه ايت و من  

إ  نّ في ذإ لك لآ يا ت لقو م يتفكر و ن ۚ  ر حمة  و  

Tidak semua perkawinan dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal. 

Dalam perkawinan terdapat permasalahan-permasalahan yang muncul. 

                                                           
1
 Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A, Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan 

UU Negara Muslim Kontemporer, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA,2013), hlm.21.  

 
2
  Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah Per Kata, (Bandung: Syamil Al-Quran, 

2007), hlm.404 
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Baik permasalahan yang dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian atau 

permusyawaratan dan permasalahan yang berujung dengan perceraian. 

Putusnya perkawinan bukan ujung dari terselesaikannya suatu urusan 

mantan suami dan mantan istri. Tetapi masih terdapat hak dan kewajiban 

yang harus diselesaikan. Salah satu dari hak dan kewajiban yang harus 

diselesaikan yaitu permasalahan harta bersama. Harta bersama akan 

menjadi suatu permasalahan apabila salah satu pihak tidak mau mengalah 

dan ingin menguasai harta tersebut. 

Putusnya perkawinan akibat perceraian akan mempengaruhi 

terhadap kedudukan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. 

Harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Harta bersama diatur dalam Bab VII pada Pasal 35,36 dan 37. 

Pasal 35 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta bersama. Suami istri dapat bertindak terhadap 

harta bersama yang dimiliki sesuai dengan persetujuan antara kedua belah 

pihak yang diatur dalam Pasal 36. Dan pada Pasal 37 apabila terjadi suatu 

perceraian maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. 

Dari Pasal 37 hanya dijelaskan harta bersama diatur menurut hukum 

masing-masing yang tidak dijelaskan secara rinci. Sedangkan di Indonesia 

memiliki berbagai macam hukum yang digunakan. Seperti hukum positif 

atau perundang-udangan, hukum agama dan hukum adat.  

Harta bersama selain diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islma (KHI). Sehingga 
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apabila terdapat sesuatu yang belum diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan maka dapat menggunakan hukum yang lain. Salah 

satunya yaitu KHI. Dalam Kompilasi Hukum Islma harta bersama diatur 

dalam Bab XIII dalam Pasal 85 sampai Pasal 97. 

Permasalahan harta bersama atau sengketa harta bersama dapat 

diajukan di Pengadilan Agama   untuk orang-orang Islam atau orang-orang 

yang melakukan perkawinan dengan cara Islam. Perkara harta bersama 

yang diajukan di Pengadilan Agama   biasa disebut dengan gugatan harta 

bersama. Gugatan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri bagi yang tidak 

akan bercerai. Dan oleh mantan suami atau mantan istri yang sudah 

bercerai dan berkekuatan hukum tetap.  

Gugatan harta bersama diajukan kepada ketua Pengadilan Agama   

setempat. Dengan tujuan supaya sengketa harta bersama dapat 

diselesaikan dengan putusan yang dijatuhkan oleh majlis Hakim pemeriksa 

perkara. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama   terhadap 

sengketa harta bersama harus dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan 

isi putusan. Putusan Pengadilan mengikat para pihak (suami dan istri atau 

mantan suami dan mantan istri), oleh karena itu harus dilaksanakan. 

Pelaksanaan putusan Pengadilan dapat dilaksanakan secara sukarela oleh 

para pihak atau dilaksanakan secara paksa dengan menggunkan bantuan 

aparat negara. Apabila para pihak dapat menerima dan menjalankan 

putusan secara sukarela maka tidak diperlukan adanya pelaksanaan 

putusan secara paksa. Sedangkan dalam praktik terdapat para pihak yang 
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tidak dapat menerima dan melaksanakan putusan sukarela. Apalagi jika 

menyangkut harta bersama yang jumlahnya banyak. Sehingga masing-

masing pihak berusaha untuk mendapatkan haknya masing-masing. 

Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima dan menjalankan putusan 

secara sukarela maka dapat dilakukan pelaksanaan putusan secara paksa 

atau disebut dengan eksekusi.  

Pelaksanaan isi putusan secara paksa dilakukan oleh Pengadilan 

dengan memerintahkan Panitera dan Jurusita untuk melakukan eksekusi.
3
 

Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan perintah untuk melakukan 

eksekusi kepada Panitera dan Jurusita untuk melaksanakan isi putusan. 

Ketidakmauan salah satu pihak untuk melaksanakan putusan 

dengan melakukan berbagai cara supaya tidak melepaskan harta yang 

dimilikinya merupakan suatu contoh tantangan Panitera dan Jurusita yang 

ditugaskan untuk melakukan eksekusi. Bagaimana kerja Panitera dan 

Jurusita dalam melakukan eksekusi merupakan suatu hal yang sangat 

menetukan bisa atau tidaknya suatu putusan dilaksanakan. Sehingga 

menjadi permaslahan mendasar bagaimana Panitera dan Jurusita dalam 

melaksanakan eksekusi terhadap harta bersama. Selain itu pendekatan 

yang dilakukan Panitera dan Jurusita dalam menghadapi para pihak juga 

sangat menentukan keberhasilan eksekusi. Sehingga dalam pelaksanaan 

eksekusi terdapat kendala-kendala yang dialami Panitera dan Jurusita 

                                                           
 3 Yahya Harahap, ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, 

(Jsksrts:Gramedia,1989), hlm.13  
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dalam menyelesaikan tugasnya. Dalam praktiknya kejadian di lapangan 

tidaklah semudah dengan apa yang dipelajari dalam teori. Sehingga peran 

Panitera dan Jurusita sangat diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi isi 

putusan harta bersama.  

Hukum acara yang dilakukan dalam pelaksanaan putusan atau 

eksekusi di Pengadilan Agama   sama dengan hukum acara yang 

dipergunakan di Pengadilan Negeri. Hukum acara yang digunakan 

merujuk pada Pasal 195 ayat (1) Herziene Inlandsch Reglament dan Pasal 

206 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten. Bahwa yang 

berwenang melakukan eksekusi adalah Pengadilan yang mengeluarkan 

putusan dengan kompetensi relatif (kewenangan Pengadilan dalam 

memutus perkara sesuai dengan wilayah yuridiksi). Pengadilan tingkat 

banding tidak berwenang untuk melaksanakan eksekusi.
4
 

Pasal 95, Pasal 98, dan Pasal 103 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Pengadilan Agama jo UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 

2009 tentang Pengadilan Agama, ditegaskan bahwa Pengadilan Agama   

dapat melakukan eksekusi atau pelaksanaan putusan dan penetapannya 

sendiri. Pasal tersebut juga memberikan kewenangan Pengadilan Agama   

untuk dapat melakukan berbagai macam sita (beslag) tanpa bantuan dari 

Pengadilan Negeri. 
5
 pelaksanaan putusan atau eksekusi yang dilakukan 

                                                           
4
 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata diLingkungan Pengadilan 

Agama, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), hlm.315 

 
5
 Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Pengadilan Agama, (Jakarta: Grapindo, 

1994), hlm.32 
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secara paksa diatur dalam Pasal 196 HIR dan Pasal 207R.Bg dan 

dilaksanakan oleh Panitera dan Jurusita yang ditunjuk ketua Pengadilan 

Agama   dengan bantuan pihak kePolisian sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) 

HIR.
6
 

Persoalan yang muncul adalah bagaimana pelaksanaan putusan 

atau eksekusi dengan menggunakan hukum acara yang sama dengan 

hukum acara Pengadilan Negeri. Bagaimana prosedur yang dapat 

dilakukan oleh ketua Pengadilan, Panitera dan Jurusita dalam pelaksanaan 

putusan putusan atau eksekusi dengan acuan yang sama dengan aturan di 

Pengadilan Negeri. Kendala-kendala apa saja yang muncul dalam praktik 

eksekusi harta bersama dan bagaimana solusi yang digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan agar dapat terlaksananya isi putusan.  

Ruang lingkup pembahasan yang sesuai permasalahan diatas 

peneliti berkonsentrasi di Pengadilan Agama   Bantul. Dengan tingginya 

angka percerain maka dalam pengajuan gugatan tidak luput dengan 

pengajuan gugatan harta bersama. Penulis membatasi penelitian pada 

tahun 2016. Dari data register kepaniteraan Pengadilan Agama   Bantul 

didapatkan dua belas  perkara gugatan harta bersama.
7
 Dan diantaranya 

dilakukan eksekusi. Sedangkan data permohonan eksekusi pada tahun 

2016 terdapat lima permohonan eksekusi dua diantaranya merupakan 

                                                           
6
 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata diLingkungan Pengadilan 

Agama, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), hlm. 314 

 
7
Data register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama  Bantul Tahun 2015 dan 

2016 
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permohonan eksekusi harta bersama.
8
 Dari dua perkara harta bersama 

peneliti mengambil satu perkara dengan nomor 3/Pdt/Eks2016/PA.Btl. Hal 

ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 

pelaksanaan putusan atau eksekusi di Pengadilan Agama   Bantul.  

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti membatasi 

pokok masalah penelitian yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan putusan (eksekusi) harta bersama di 

Pengadilan Agama   Bantul dengan nomor perkara 

3/Pdt/Eks2016/PA.Btl? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam terhadap 

pelaksanaan putusan (eksekusi) di Pengadilan Agama   Bantul 

3/Pdt/Eks2016/PA.Btl? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian 

Seperti dalam pokok permasalahan diatas penulis mempunyai 

beberapa tujuan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu: 

a. Menjelaskan prosedur eksekusi harta bersama di Pengadilan 

Agama   Bantul. 

                                                           
8
Data register permohonan eksekusi Pengadilan Agama  Bantul Tahun 2015 dan 

2016  
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b. Menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi Panitera dan Jurusita 

dalam melaksanakan eksekusi harta bersama di lapangan. 

c. Mendiskripsikanupaya yang digunakan oleh Panitera untuk 

menyelesaikan permasalahan dan kendala-kendala yang timbul 

dalam proses eksekusi sehingga dapat melaksanakan isi putusan.  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Mengetahui lebih dalam tentang mekanisme pelaksaan hukum 

acara di Pengadilan Agama   Bantul. 

b. Mendapatkan wawasan yang mendalam tentang prosedur eksekusi 

harta bersama, kendala-kendala yang timbul dan juga solusi yang 

digunakan.  

c. Dapat digunakan sebagai acuan para akademisi dalam mempelajari 

hukum acara khususnya eksekusi harta bersama. 

 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil 

yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki 

keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini beberapa 

karya ilmiah yang memiliki tema sejenis: 

Pertamas kripsi yang berjudul  “Penyelesaian Perselisihan Harta 

Bersama di Pengadilan Agama   Kediri”oleh Hasniah.
9
 Dalam skripsi ini 

                                                           
9
 Hasniah, “Penyelesaian perselisihan Harta Bersama Di Lingkungan 

Pengadilan Agama  Kediri(Studi Kasus Perkara Nomor 136/PDTG/2007/PAKDR)” 

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2009) 
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membahas tentang putusan harta bersama di Pengadilan Agama   Kediri. 

Dan menitikberatkan pada analisis putusan dengan menganalisis secara 

khusus pada pembuktian maupun pertimbangan Hakim berdasarkan asas-

asas umum Hukum Islma. Dalam Skripsi yang penulis lakukan yaitu 

tentang pelaksanaan putusan harta bersama. Bukan pada analisis putusan 

harta bersama.  

Kedua skripsi dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan 

Agama   Bantul studi kasus terhadap pelaksanaan UU No.7 Tahun 1989 

tentang Pengadilan Agama tentang Pengadilan Agama” oleh Ulfa 

Churniawati.
10

 Mengenai pelaksanaan eksekusi yang dilakukan di 

Pengadilan Agama   Bantul setelah berlakunya UU No.7 Tahun 1989 

tentang Pengadilan Agama. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa 

Churniawati menitikberatkan pada peran Ketua, Panitera dan Jurusita 

sebagai aspek pelaksana yaitu bagaimana Pengadilan Agama   Bantul 

melaksanakan isi putusan setelah diberlakukannya UU No.7 Tahun 1989. 

Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu terletak pada tempat penelitian dan 

sasaran tahun penelitian.  

Ketiga skripsi dengan judul “Dinamika Hukum Islma (Studi Posisi 

Harta Bersama dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)” oleh 

Basas. Skripsi tersebut membahas bagaimana posisi harta bersama dalam 

UU No.1 Tahun 1974 secara sosiologis, filosofis dan legalitas, pandangan 

                                                           
10

 Ulfa Churniawati, “Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Agama  Bantul studi 

kasus terhadap pelaksanaan UU No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama ” Skripsi 

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Cokroaminoto (2012) 
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Hukum Islma terhadapa posisi harta bersama dalam UU No.1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan relevansi posisi harta bersama dengan UU No.1 

Tahun 1974. 
11

  Sedangkan dalam skripsi penulis tidak meniliti tentang 

analisis putusan harta bersama. Tetapi lebih pada hukum acara 

pelaksanaan putusan harta bersama.  

Tinjauan lebih lengkap tentang pelaksanaan putusan di Pengadilan 

Agama yang dikemukakan oleh .Abdul Manan. Buku tulisan Abdul 

Manan dalam bab 16 menjelaskan tentang eksekusi dan lelang yang 

didalamnya membahas tentang pengertian dari eksekusi, macam-macam 

eksekusi dan juga tata cara melaksanakan eksekusi di Pengadilan Agama  

.
12

 

Berdasarkan hasil telaah pustaka penulis menemukan beberapa 

literatur setema. Dengan pembahasan berupa analisis putusan Hakim 

dalam gugatan harta bersama, kajian harta bersama dalam perundang-

undangan, selain itu terdapat penelitian pelaksanaan putusan atau eksekusi 

di Pengadilan Agama   Bantul tetapi lebih  pada peran ketua, Panitera dan 

Jurusita dalam melaksanakan eksekusi. Sedangkan peneliti melakukan 

penelitian menitik beratkan pada prosedur pelaksanaan eksekusi harta 

bersama di Pengadilan Agama   Bantul, bagaimana kendala-kendala dan 

                                                           
11

Basas, “Dinamika Hukum Islma (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No.1 

Tahun 1974)”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga (2008) 

 
12

 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan 

Agam, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012) 
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solusi yang dapat dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dalam 

menyelesaikan tugas sesuai dengan  isi putusan. 

 

E. Kerangka Teori 

Harta bersama merupakan gabungan dari dua kata yaitu harta dan 

bersama. secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “harta 

dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi 

kekayaan, baik kekayaan berwujud maupun tidak berwujud dan tentunya 

yang bernilai. Harta bersama merupakan harta yang digunakan secara 

bersama-sama”.
13

 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 

35 ayat (1) menyatakan, Harta benda yang diperoleh secara perkawinan 

adalah harta bersama.
14

 Yaitu harta yang diperoleh mulai dari perkawinan 

dilaksanakan sampai pada terjadinya perceraian. Baik cerai hidup atau 

cerai mati. Dengan adanya perceraian secara otomatis hubungan harta 

bersama akan putus. Putusnya perkawinan akan menimbulkan adanya 

pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama dapat dilakukan 

secara kekeluargaan atau apabila terdapat sengketa didalamnya dapat 

menggunakan jalur litigasi atau mengajukan gugatan harta bersama di 

Pengadilan Agama   Islam bagi masyarakat yang beragama Islam.  

                                                           
13

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.390 

 
14

Pasal 35 ayat (1) 
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Pasal yang mengatur harta bersama dalam Undang-undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Bab VII Pasal 35, 36 

dan 37.  

Pembagian harta bersama selain diatur dalam Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islma (KHI) dalam Pasal 85 sampai Pasal 97. Pembagian harta 

bersama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

tidak diatur secara rinci. Dalam Pasal 37 hanya menyebutkan apabila 

terjadi perceraian maka diatur dengan hukum masing-masing. Sedangkan 

di Indonesia terdapat beberapa hukum yang diakui. Dalam KHI Pasal  96 

ayat 1 menyatakan “ separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang 

hidup lebih lama”.
15

Pasal ini menjelskan bahwa apabila terjadi suatu 

perceraian karena salah satu meninggal, separoh harta menjadi hak 

pasangan yang hidup lebih lama. Dalam Pasal 97 menyatakan”janda atau 

duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama 

sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan”. 
16

 

Wasman dan Wardah Nuroniyah dalam bukunya Hukum 

Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum 

Positifmenyatakan bahwa semua harta bersama yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta bersama. Tidak membedakan siapa yang 

                                                           
15

Pasal 96 ayat (1) kompilasi Hukum Islam 

 
16

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam  
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mendapatkan harta tersebut, siapa yang mengetahui harta tersebut dan atas 

nama siapa harta tersebut ada.
17

 

Harta bersama dalam pemahaman fiqh dikatakan sebagai Syarikah 

abdan mufawwadah. Dikatakan Syarikah Abdan karena suami istri sama-

sama bekerja untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarga. Dan 

Syarikah mufawwadah karena perkongsian antara suami istri memang 

tidak terbatas hubungannya. Sehingga harta bersama dalam fiqh 

digolongkan sebagai perkongsian dan dibenarkan dalam Islam.
18

Dan 

apabila berhubungan dengan harta maka akan menjadi harta bersama. 

Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Daud: 

و ل أ  نا ثا لث إلشّّ يكين ما لم يخن أ  حد هما صا حبهعن أ  بي هرير ة ر فعه قا ل إ  نّ إلّلّ يق  

فا ء ذ إ خا هه خرجت من بينهم   

Pengadilan untuk menyelesaikan perkara-perkara untuk orang 

Islam sangat diperlukan. Dalam perkembangannya permasalahan yang 

timbul akibat adanya hubungan perkawinan semakin komplek. Dalam 

Islam dasar diharuskannya adanya peradilan yang menuntut Hakim untuk 

berijtihad apabila tidak menemukan hukum dalam Al-Qur’an dan Sunnah, 

dalam lingkup ini tidak adanya hukum yang mengatur baik dalam 

perundang-undangan dan kitab-kitab fiqh.  

Sengketa harta bersama yang masuk ke Pengadilan akan diperiksa, 

diadili dan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama   sesuai dengan 

                                                           
17

 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia 

Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 228 

   
18

Ibid., hlm. 236 
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kewenangannya. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama Pasal 

1 ayat (1) menyatakan bahawa “Pengadilan Agama adalah peradilan bagi 

orang-orang yang beragama Islam”.
19

 Sehingga Pengadilan Agama 

berwenang mengadili sengketa bagi orang-orang yang beragama Islam 

termasuk didalamnya gugatan harta bersama.  Setelah Hakim memutuskan 

dan berkekuatan hukum tetap, maka para pihak harus melaksanakan isi 

putusan tersebut secara sukarela atau dengan cara paksa (eksekusi) sesuai 

dengan Pasal 196 HIR dan Pasal 207R.Bg. 

Eksekusi adalah suatu tindakan yang dilakukan secara paksa 

terhadap pihak yang kalah dalam perkara. 
20

Tujuan dilakukan eksekusi 

yaitu untuk melaksanakan isi putusan dan memenuhi hak-hak dari pihak 

yang memenagkan persidangan. Hukum acara yang digunakan dalam 

pelaksanaan eksekusi sama dengan hukum acara di Pengadilan Negeri 

yaitu mengacu Pasal 195HIR dan 206 R.Bg. Eksekusi dilakukan atas 

perintah Ketua Pengadilan dan dilakukan oleh Panitera dan Jurusita. Tugas 

dari Panitera dan Jurusita yaitu melaksanakan isi putusan dan meminta 

barang-barang yang menjadi hak milik dari pihak pemenang. Pelaksanaan 

putusan atau eksekusi di Pengadilan Agama   dibantu oleh kePolisian 

                                                           
19

Pasal 1 ayat (1)  UU No.50 Tahun 2009 

 
20

 Yahya Harahap, ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, 

(Jakarta: Gramedia, 1989), hlm.40 
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sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) HIR. 
21

  Sehingga apabila terdapat suatu 

tindakan yang tidak diinginkan dari para pihak maka dapat diatasi oleh 

pihak keamanan dan proses eksekusi dapat berjalan lancar. Hal ini sesuai 

dengan kaidah fiqh yaitu 

 إلضرورة تبيح إلمحظورإت

Dari kaidah fiqh di atas jelas bahwa keterpaksaan dapat 

membolehkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Seperti 

juga dalam hal ini petugas keamanan dapat melakukan hal-hal yang 

dilarang seperti melakukan pemaksaan terhadap para pihak apabila 

melakukan tindakan perlawanan. Dalam Hukum Acara Peradilan Islam 

melakukan pemaksaan atau intimidasi dibenarkan terhadap seseorang yang 

tidak mau melaksanakan putusan hakim. Termasuk juga untuk 

menemukan kebenaran materiil tetapi dengan cara mengintimidasi 

Hukum acara pelaksanaan putusan atau eksekusi harta bersama 

selain diatur dalam Pasal 195 sampai 208 HIR juga dapat dikaitkan dengan 

Hukum Islma. Hukum Acara Peradilan Islam, dasar hukum eksekusi 

terdapat dalam Q.S An-Nisȃ (4):65:
22

 

منو ن حتّّ يحكّّو ك فيما شجر بينهم ثّم لا يجد و إ في أ  هفسهم حر جا مّما قضيت ٶفلا و ر بكّ لا ي  

و يسلمّو إ تسليما    

                                                           
21

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan 

Agama, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), hlm.314 

 
22

An-Nisȃ (4):65 
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Dari ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seorang penguasa atau 

Hakim telah memberikan putusan terhadap suatu masalah atau perkara, 

maka pihak-pihak yang bersengketa harus menjalankan apa yang terdapat 

dalam putusan tersebut.  

 

F. Metode Penelitian  

Proses pencarian data diperlukan tata cara yang sistematis sehingga 

mendapatkan data yang akurat dan dapat disusun dan dianalisis secara 

sistematis. Beberapa metode yang digunakan yaitu:  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research). Yaitu 

suatu penelitian dengan cara terjun langsung kelokasi penelitian 

untuk memperoleh data yang diperlukan. sumber data dalam 

penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Sumber data primer, yaitu hasil wawancara dengan 

Hakim dan Paniteradi Pengadilan Agama   Bantul dan 

sebagai penguatdokumen putusan di Pengadilan Agama   

Bantul  

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data dari putusan 

Pengadilan Agama Bantul. Dalam hal ini pada tahun 2016 

tedapat lima perkara permohonan eksekusi dan dua 

diantaranya yaitu permohonan eksekusi harta bersama. 

Dalam hal ini perkara  yang akan dikaji yaitu perkara 
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permohonan harta bersama pada tahun 2016 dengan 

nomor perkara 3/Pdt/Eks2016/PA.Btl selain dari putusan 

penuis juga menggunakan beberapa literatur yang 

berisikan informasi lebih lanjut mengenai sumber data 

primer yang masih berhubungan dengan penelitian.  

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian 

deskriptik-analitik. Penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan dan menjelaskan bagaimana prosedur, kendala 

dan solusi yang dapat digunakan Hakim dalam pelaksanaan 

eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama   Bantul. Setelah 

mendapat dapat merumuskan masalah secara terperinci dan 

selanjutnya untuk dianalisis.  

3. Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu: 

a. Metode Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan 

data dengan tanya-jawab. Adapun pihak yang 

diwanwancarai yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan 

Agama   Bantul. 

b. Metode Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan 

menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa 

berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara 

sengketa harta bersamadi Pengadilan Agama   Bantul. 
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Selain itu dengan berbagai literatur yang memiliki 

keterkaitan dan setema dengan permasalahan eksekusi harta 

bersama.  

4. Pendekatan  

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu:  

a. Pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang 

mengarah pada ditetapkanya sesuatu berdasarkan Hukum 

Islma atau seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.
23

 

Dalam hal ini penulis menggunakan kaidah ushul fikh . 

b. Pendekatan Yuridis, yaitu suatu pendekatan dengan 

mendasarkan permasalahan pada aturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini yang 

mengatur masalah perdata harta bersama dan hukum acara 

yang mengatur eksekusi. Yaitu Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Pasal 35,36 dan 37, Kompilasi Hukum Islma 

Pasal 38 sampai Pasal 97 dan juga hukum acara yang 

digunakan yaitu Pasal 195 HIR dan Pasal 206 R.Bg.  

5. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian yang dilakukan menggunakan 

metode kualitatif dengan cara berfikir induksi, yaitu metode 

untuk menganalisis data khusus kemudian disimpulkan secara 

umum. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

                                                           
23

Khoiruddin Nasution,Pengantar Studi Islam (Yogyakarta:ACAdeMIA+TAZZAFA, 

2009),hlm.197  
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Hakim Pengadilan Agama  dan putusan-putusan  harta bersama 

Pengadilan Agama   Bantul dianalisis kemudian dibandingkan 

dengan data sekunder berupa literatur yang relevan dengan 

permasalan barulah dapat disimpulkan hasil secara umum.  

 

G. Sistematika Pembahasan  

Sitematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab. 

Penyusunan pembuatan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

 Bab Pertama, pendahuluan yang berisi permasalahan-

permasalahan yang diangkat sehingga dilakukannya suatu penelitian. Bab 

satu berisikan sub bab yaitu, latar belakang masalah, pokok maslah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri literatur-

literatur setema, kerangka teoritik yang digunkan sebagai kerangka 

berfikir, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan 

yang bertujuan mengetahui apa saja yang akan dibahas dalam skripsi yang 

akan dilakukan.  

 Bab kedua, dibahas tinjauan umum mengenai harta bersama. 

Dalam bab dua terdapat empat sub bab yaitu menjelaskan perkawinan, 

perceraian, harta bersama dan eksekusi. Yang kesemuanya berisikan 

pengertian dan ruang lingkup masing-masing.  

 Bab ketiga, membahas penyelesaian eksekusi di Pengadilan Agama   

Bantul. Berisi lima sub bab. Pertama berisikan deskripsi profil Pengadilan 

Agama   Bantul. Sub bab selanjutnya proses pelaksanaan eksekusi harta 
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bersama di Pengadilan Agama   Bantul. Sub bab ketiga berisikan kendala-

kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan 

eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama   Bantul. Sub bab empat 

berisi solusi yang digunakan dalam penyelesaian masalah. Dan sub bab 

lima contoh kasus sengketa harta bersama di Pengadilan Agama   Bantul.  

 Bab keempat, analisis hasil wawancara tentang proses eksekusi 

harta bersama di Pengadilan Agama   Bantul beserta kendala-kendala yang 

dihadapi dan solusinya. Dalam bab ini akan diketahui bagaimana proses 

yang dilakukan apakah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan 

atau tidak. 

 Bab kelima, penutup berisi kesimpulan hasil penelitian eksekusi 

harta bersama di Pengadilan Agama   Bantul dan saran yang dihararapkan 

dapat menyumbang pemikiran dalam hukum harta bersama dalam 

perkawinan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah mengumpulkan dan menganalisis data serta memberikan 

alasan-alasan yang sesuai dengan hukum yang mengatur tentang 

eksekusi, maka peneliti akan menyimpulkan apa yang telah 

disampaikan di bab-bab sebelumnya. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu: 

1. Proses pelaksanaan putusan harta bersama di Pengadilan 

Agama Bantul dimulai dengan adanya permohonan. Setelah 

permohonan dicatatkan di register kePaniteraan Pengadilan 

Agama Bantul selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Bantul 

akan memerintahkan Panitera untuk melakukan pemanggilan 

kepada para pihak terutama pihak termohon. Setelah dilakukan 

pemanggilan maka tahap selanjutnya dilakukan aanmaning 

atau sidang peringatan yang bertujuan untuk memberikan 

peringatan kepada termohon. Setelah dilakukan aanmaning 

Pengadilan Agama Bantul akan memberikan tenggang waktu 

delapan hari supaya termohon dapat melaksanakan isi putusan. 

Apabila dalam tenggang waktu yang diberikan termohon tidak 

melaksanakan isi putusan. Maka Ketua Pengadilan Agama 

Bantul akan menetapkan tanggal Eksekusi ke lapangan. 
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Eksekusi di lapangan dilakukan oleh Panitera dibantu oleh dua 

orang saksi dan petugas keamanan.  

Proses pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan di 

Pengadilan Agama Bantul sudah sesuai dengan Hukum Acara 

Peradilan Agama yang berlaku. Yaitu sesuai dengan dasar 

hukum eksekusi pada Pasal 195 sampai 208 HIR dan Pasal 225 

HIR/206 samapai 228 Rbg. Sesuai dengan perubahan peraturan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 tentang Peradilan Agama  sehingga Pengadilan Agama 

mempuanyai wewenang untuk melaksanakan eksekusi secara 

mandiri tanpa lagi melibatkan Pengadilan negeri. 

 Pelaksanaan eksekusi dimulai dari adanya 

permohonan dari pihak yang menang dalam persidangan 

tentang permohonan eksekusi dan ditujukan kepada Ketua 

Pengadilan Agama Bantul. Setelah perkara diregister maka 

selanjutnya ketua Pengadilan Agama Bantul akan memberikan 

penetapan untuk memerintahkan Panitera atau jurisa untuk 

memanggil termohon eksekusi. Tujuan pemanggilan yaitu 

untuk dilaksanakannya aanmaning atau peringatan. Peringatan 

dihadiri oleh tergugat dan dalam hal ini Pengadilan Agama 

Bantul juga menghadirkan pemohon supaya dapat dilakukan 

suatu permusyawarahan.  aanmaning dilaksanakan dengan 
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memberi waktu tenggang selama delapan hari. Setelah waktu 

tenggang dari  aanmaning selesai apabila termohon belum 

melaksanakan isi putusan maka akan dilaksanakan perintah 

untuk sita ekseskusi. Tetapi apabila dalam masa delapan hari 

termohon menyerahkan harta secara sukarela maka tidak 

dilaksanakan eksekusi. Setelah masa delapan hari habis dan 

termohon belum menyerahkan harta maka ketua Pengadilan 

akan membaut surat penetapan sita eksekusi dengan menunjuk 

Panitera atau Jurusita untuk turun langsung kelapangan. 

Dengan didampingi dua orang saksi dan keamanan atau Polisi. 

 Dalam proses pelaksanaan eksekusi meskipun sudah 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi penulis 

menemukan beberapa hal yang berbeda. Yang pertama dalam 

pemanggilan pihak termohon eksekusi saat pelaksanaan 

aanmaning. Dalam hal ini pihak yang dipanggil hanya pihak 

termohon saja, tetapi Pengadilan Agama Bantul juga 

memanggil pihak pemohon eksekusi. Yang kedua yaitu sidang 

aanmaning  dalam peraturan Pasal 196 HIR disebutkan hanya 

dilakukan sekali. Tetapi dalam pelaksanaanya yaitu Pengadilan 

Agama Bantul melaksanakan teguran atau aanmaning 

sebanyak dua kali. Hal ini dilakukan apabila dalam sidang 

pertama termohon belum mau menyerahkan harta tetapi Hakim 

dapat melihat bahwa termohon akan menyerahkan maka 
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setelah delapan hari dari aanmaning pertama akan dilakukan 

aanmaning kedua.  

Kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Bantul 

dalam proses eksekusi selama tahun 2016 yaitu lebih pada saat 

pelaksanaan sita jaminan. Yaitu pada saat melakukan sita 

jaminan petugas mengalami beberapa kendala seperti petugas 

Kelurahan tidak memberikan izin, pihak keluarga yang tidak 

mengerti apa itu sita bahkan melakukan perlawanan, dan benda 

yang akan diletakkan sita ternyata digembok karena sudah 

tidak ditempati sehingga petugas tidak dapat masuk dan tidak 

dapat melakukan pengukuran secara akurat.  

Sedangkan untuk solusi yang digunakan apabila terjadi 

sita eksekusi yaitu dalam pelaksanaan eksekusi turun 

kelapangan Panitera atau Jurusita akan didampingi oleh 

keamanan atau Polisi. Saat ditemui petugas Kelurahan yang 

tidak mau memberi izin dan juga pihak keluarga yang menolak 

karena tidak mengerti apa itu sita dan bagaimana prosesnya, 

maka petugas harus menjelaskan secara detail apa itu sita dan 

prosesnya supaya para pihak mengerti dan tidak melakukan 

perlawanan. Untuk benda yang digembok karena sudah tidak 

ditempati maka petugas pengukuran akan melakukan 

pengukuran dengan memberikan asumsi atau perkiraan. 

Apabila sampai terjadi harta yang disengketakan atau yang 
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akan dieksekusi berpindah tangan atau kepemilikan, maka 

Pengadilan akan melakukan penelusuran sampai pada harta 

tersebut kembali ke pemiliknya. Dan setelah itu barulah 

dilakukan eksekusi sebagaimana mestinya. Jika benda rusak, 

maka orang yang merusakkan benda tersebut harus 

menggantinya atau membayar sejumlah harga benda sampai 

bisa dilakukan eksekusi dan dibagi sebagaimana mestinya. Dan 

apabila harta yang akan dieksekusi berpindah tangan maka 

orang memindahtangankan atau menjual harta tersebut harus 

mengganti senilai dengan barang yang dijual dan bisa dibagi 

sebagai harta bersama.  

2. Pelaksanaan eksekusi jika ditinjau dari Hukum Acara Peradilan 

Islam sudah sesuai. Karena tindakan pemaksaan yang 

dilakukan oleh petugas diperbolehkan seperti dalam kasus  Ali 

bin Abu Thalib dalam memeriksa Za’inah yang  diduga 

menyembunyikan kitab Hatib bin Abu Balti’ah maka Ali 

Mengintimidasi setelah mengetahui bahwa dia telah 

mengingkari.
1
 Dari kasus ini dapat diambil kesimpulan bahwa 

apabila terdapat seseorang yang tidak mau melaksanakan apa 

yang sudah menjadi keputusan atau melaksanakan sesuatu yang 

benar sesuai hukum maka dapat dilakukan pemaksaan supaya 

kebenaran dapat ditegakkan.  

                                                           
1
 Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 

2007),  hlm.11  
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Selain itu dengan mengutip pendapat Ibnu Timiyah bahwa 

seseorang yang mempunyai prestasi kepeda orang lain dan 

tidak mau memenuhinya maka seseorang tersebut boleh 

dicambuk. Sehingga jika dikaitkan dengan pelaksanaan 

ekskeusi yang merupakan suatu pemaksaan kepada pihak 

yang kalah dalam pengadilan dapat dibenarkan menurut 

Hukum Acara Peradilan Islam.  

 

B. Saran  

1. Pelaksanaan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dalam hal 

melayani mahasiswa sudah cukup baik. Tetapi persyaratan untuk 

melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantul kurang jelas dan 

untuk pemanggilan pelaksanaan penelitian membutuhkan waktu 

yang cukup lama. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan oleh akademisi untuk 

acuan atau pembanding dalam melaksanakan peneletian dengan 

tema serupa.  
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TERJEMAHAN NASH 

Nomor Halaman Nomor Footnote Nash Terjemahan 

1 2 Q.S ar-ŖǓm (30):21 Dan di antara tanda-tanda 
kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu 
sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan 
dijadikan-Nya di antaramu 
rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir 

23 12 Q.S An-Nisȃ (4):34 Kaum laki-laki itu adalah 
pemimpin bagi kaum 
wanita, oleh karena Allah 
telah melebihkan 
sebahagian mereka (laki-
laki) atas sebahagian yang 
lain (wanita), dan karena 
mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian 
dari harta mereka. Sebab 
itu maka wanita yang 
saleh, ialah yang taat 
kepada Allah lagi 
memelihara diri ketika 
suaminya tidak ada, oleh 
karena Allah telah 
memelihara (mereka).  

43 25 Q.S An-Nisȃ (4):65 sebetulnya mereka tidak 

akan beriman sebelum 

mereka menjadikan 

kamu sebagai hakim 

tentang permasalahan 

yang mereka 

perselisihkan. Mereka 

tidak keberatan dengan 

keputusan yang kamu 

tetapkan, mereka akan 

menerimanya dengan 

sepenuh hati 

75 2 Q.S An-Nisȃ (4):65 sebetulnya mereka tidak 

akan beriman sebelum 

mereka menjadikan 

kamu sebagai hakim 

tentang permasalahan 

yang mereka 
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perselisihkan. Mereka 

tidak keberatan dengan 

keputusan yang kamu 

tetapkan, mereka akan 

menerimanya dengan 

sepenuh hati 
75 3 Hadis diriwayatkan 

oleh Sunan Abu Daud 
Aku adalah orang ketika 

dari hambaku yamg 

bekerjasama selama 

keduanya tidak 

berkhianat. Jika salah 

satunya berkhianat maka 

aku akan keluar dari 

keduanya. 

76 4 Q.S Ali ‘Imrȏn (3) 

:159 

Maka disebabkan rahmat 

dari Allah-lah kamu 

berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. 

Sekiranya kamu bersikap 

keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka 

menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. Karena itu 

ma’afkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun 

bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah 

dengan mereka dalam 

urusan itu. Kemudian 

apabila kamu telah 

membulatkan tekad, 

maka bertawakkallah 

kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang 

yang bertawakkal 

kepada-Nya 
77 5 Kaidah Fiqhiyah Keterpaksaan 

membolehkan hal yang 

terlarang. 

 

77 6 
 

Q.S al-Baqarah 

(2):282 

Dan persaksikanlah dengan 

dua orang saksi dari orang-

orang lelaki (di antaramu). 
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